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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasrkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka 

kesimpulan mengenai pelaksanaan tata ruang pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 

Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan 

Sanggau Tahun 2020 – 2039 sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat bencana 

longsor sudah sebagian program terlaksana salah satunya ruang evakuasi di wilayah 

Sabang Merah, namun terdapat kekurangan dalam pengaturan lokasi jalur evakuasi dan 

ruang evakuasi yaitu tidak mencantumkan Sub Bagian Wilayah Perencanaan B dan C, 

mengingat kedua SBWP tersebut juga pernah diterpa bencana alam longsor. Relokasi 

merupakan salah satu upaya yang dapat dilaksanakan agar tidak ada lagi pelanggaran 

pemanfaatan ruang, kerugian yang dapat diminamilisr dari upaya relokasi hunian 

diantaranya kematian dan kerusakan lingkungan. Penerapan sanksi sesuai dengan yang 

tertera pada peraturan akan menjadikan upaya meminimalisir bencana alam longsor dapat 

terealisasikan melalui Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana 

Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039.  
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B. SARAN  

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai fungsi pelaksanaan tata ruang dalam 

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 sebagai upaya 

meminimalisir kerugian akibat bencana alam di Kawasan Baonglawang, Kabupaten 

Sanggau, Kalimantan Barat, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sanggau mensosialisasi mengenai bahaya tinggal di wilayah rentan bencana 

longsor seperti di tepian sungai dan di lereng bukit. Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sanggau terutama dibidang pertanahan dan penanggulangan bencana alam juga harus 

selalu memberikan himbauan kepada masyarakat yang masih bermukim di wilayah 

tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau juga dapat lebih tegas untuk 

memberikan sanksi. Serta untuk masyarakat seharusnya lebih peka mengenai 

keselamatan jiwanya sendiri, sehingga tidak membebankan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sanggau yang sudah menghimbau akan bahaya bermukim di wilayah yang 

rentan bencana longsor.  

  

 

 



 

 

 

58 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku  

Abdul Syukur, 2021 “Tanggap Bencana Alam Tanah Longsor”, Diva Press, Yogyakarta. 

Arba, 2019 “ Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip – Prinsip Hukum 

Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah” Sinar Grafika,. 

Boedi Harsono, 2008 “Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang – 

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Djambatan, Jakarta. 

Juniarso Ridwan H dan Achmad Sodik, 2016 “Hukum Tata Ruang Dalam Konsep 

Kebijakan Otonomi Daerah”, dalam cetakan ke III, Nuansa Cendekia, Bandung. 

Hasni, 2008, “Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA 

– UUPR – UUPLH” RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

Juniarso Ridwan, dkk. 2008, “Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi 

Daerah”, Nuansa Cendikia, Bandung. 

Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, “Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan 

Tanah dan Penataan Ruang”. Sinar Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Muhammad Ilham Arisaputra, 2021, “Reforma Agraria di Indonesia”, Sinar Grafika 

(Bumi Aksara), Jakarta.  

Uca dan Rosmini Maru, 2019, “Mitigasi Bencana: Pemetaan Dan Zonasi Daerah rawan 

Longsor Dan Banjir” Media Nusa Creative, Malang 

Urip Santoso , 2017, “ Hukum Agraria: Kajian Komperhensif”, (cetakan ke- 6) Kencana, 

Jakarta 

Waskito dan Hadi Arnowo, 2018 “Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang”, dalam 

cetakan ke-2, Kencana, Jakarta. 

 

 

 



59 

 

 

Hasil Penelitian 

Ali Nabhan, 2019, “Implikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatsan Negara Di Kalimantan Terhadap 

Penguasaan Hak Atas Tanah (Studi Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau)” 

Universitas Tanjungpura. 

Endria Kurnia Dewi, 2020, “Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan 

Resiko Bencana Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 Di 

Kecamatan Pudong Kabupaten Bantul”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Indah Sari, 2020 “Hak – Hak Atas Tanah dalam system Hukum Pertanahan di Indonesia 

menurut Undang – Undang Pokok Agraria” Universitas Surya Darma. 

Rizka Ayu Dwitami Hidayat, 2020, “Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2031 Di 

Kabupaten Klaten”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Venasius Christian Hardianto, 2021, “Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2013 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 

– 2033 Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Pengolahan Minyak Kelapa 

Sawit (CPO) Di Kabupaten Serdang Bedagai”, Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. 

 

 

 

 

 



60 

 

 

Jurnal 

Achmad Taufiq Hidayat, 2021, “Tinjauan Empiris Keragaan Penatagunaan Tanah 

Timbul Di Desa Singaraja Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”Peneliti 

pada Pusat Penelitian dan Pembangunan Hukum Badan Penelitian dan 

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementiran Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum. 

Buhar Hamja, dkk. 2021. “Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang 

Di Daerah Perbatasan Kabupaten / Kota” , Universitas Maluku Utara 

Heru Sri Naryanto, dkk. 2019. “Analisis Penyebab Kejadian Dan Evaluasi Bencana 

Tanah Longsor Di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur Tanggal 1 April 2017”, Pusat Teknologi Reduksi Bencana 

(PTRRB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tanggerang 

Selatan. 

Sutaryono, dkk, 2019. “Penataan Kelembagaan Reforma Agraria Untuk Mempercepat 

Penerapan Reforma Agraria di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat” 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 

 

Perundang – Undangan  

Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum 

 

 



61 

 

 

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah NasionalPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2021 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis 

Sempadan Danau. 

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039.  

 

 



 

 

 

62 

 

Lampiran 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 


